
lxxv 
 

 

 

 

BAB IV 

PENUTUP 

 

I. SIMPULAN 

 Berdasarkan pembahasan atas permasalahan Skripsi yang telah dijelaskan 

diatas maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. kedudukan Benda Jaminan yang dibebani Hak Tanggungan apabila Jangka 

Waktunya berakhir yaitu kreditur yang dalam hal ini adalah pihak Bank 

apabila jaminan yang diberikan berupa hak guna bangunan yang sudah 

berakhir sedangkan masa kreditnya masih berlangsung menjadi kreditur 

konkurent. Hapusnya hak tanggungan dalam jaminan hak guna banggunan 

yang masih dalam proses perpanjangan jangka waktu akan mengikibatkan 

pihak bank selaku kreditur tidak mempunyai suatu jaminan kebendaan 

terhadap kredit yang telah disalurkan. Dengan berakhirnya jangka waktu 

Hak Guna Bangunan, maka hak atas tanahnya menjadi hapus dan hapunya 

hak guna bangunan mengakibatkan hapusnya hak tanggungan yang 

membebaninya. Namun hapusnya hak tanggungan tentu tidak 

menyebabkan utang yang dijaminkan dengan hak tanggungan tersebut 

menjadi hapus sehingga sejak hapusnya hak tanggungan piutang-piutang 
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dari kreditur tidak dijaminkan dengan hak tanggungan lagi. Kreditur untuk 

selanjutnya tidak mempunyai kedudukan sebagai kreditur yang preferen, 

melainkan sebagai kreditur konkuren 

2. Upaya yang dapat dilakukan terhadap benda jaminan yang dibebani Hak 

Tanggungan apabila jangka waktunya berakhir adalah pihak bank ketika 

berlangsungnya perpanjangan jangka waktu jaminan yang menjadi jaminan 

kredit adalah melakukan perikatan kuasa membebankan hak tanggungan 

oleh karena proses hak guna bangunan masih dalam proses perpanjangan 

jangka waktu yang dikenal dengan Surat Kuasa Membebankan Hak 

Tangguan (SKMHT). dan dilaksanakan Roya yang kemudian dilanjutkan 

dengan proses perpanjangan Hak tersebut. Setelah selesainya perpanjangan 

jangka waktu terhadap jaminan tersebut maka dilakukan suatu proses 

pemasangan hak tanggungan kembali oleh pihak bank yang didasari oleh 

Surat Kuasa Membebankan Hak Taggungan (SKMHT) tersebut. 

 

II. SARAN 

1. Bank pemberi kredit harus waspada dalam menerima jaminan yang diberikan 

terutama pada jaminan Hak Guna Bangunan. Pihak bank harus memperhatikan 

benar terhadap jangka waktu berakhir haknya sehingga dapat diperhatikan 

pemberian kreditnya. Sebab bila hak atas tanahnya hapus maka hak 

tanggungannya akan ikut hapus. Agar bank selaku kreditur memperhatikan 
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jaminan-jaminan yang dipakai oleh calon debitur dalam hal jaminan tersebut 

berupa hak guna bangunan 

2. Dalam rangka melindungi kepentingan bank dan dana yang disalurkan melalui 

kredit, bank hendaknya tidak semata-mata melihat melihat dari Aspek Jaminan 

yang diberkan saja, akan tetapi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a. Harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian (prudential principle); 

b. Harus mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur 

untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan; 

c. Wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan masyarakat 

yang dananya di bank; 

d. Harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat 
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